SALINAN

BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENELAHAAN PERENCANAAN

Menimbang :

Mengingat

KEBUTUHAN PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN
PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan dan
Penelahaan Perencanaan Kebutuhan Pengadaan, Pemeliharaan
dan Penganggaran Barang Milik Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indoesia)
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia) Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
DAN PENELAHAAN PERENCANAAN KEBUTUHAN

PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN PENGANGGARAN
BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.

3. Bupati adalah Bupati Karangasem.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem selaku
Pengelola Barang Milik Daerah.

S. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang
yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

6. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat
yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan
BMD.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah.

8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala PD yang mempunyai fungsi
pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah.

9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Karangasem selaku Pejabat Penatausahaan Barang yaitu pejabat yang
bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan BMD yang
ada pada PD.

10.Kepala PD selaku pengguna BMD selanjutnya disebut Pengguna yaitu
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.

11. Kuasa Pengguna BMD selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang
adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang
untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan
sebaik-baiknya.

12. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Barang.

13. Pengurus BMD yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat
dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus
barang.

14. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan BMD pada Pejabat
Penatausahaan Barang.

15. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang
diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan
BMD pada Pengguna Barang.



16. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah Pengurus Barang yang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan
BMD pada Pengelola Barang.

17. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Pengurus Barang yang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan
BMD pada Pengguna Barang.

18. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan BMD pada Kuasa Pengguna Barang.

19. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan
BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan
keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan
pemenuhan kebutuhan yang akan datang.

20. Perencanaan pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan
agar semua BMD selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan
secara berdaya guna dan berhasil guna.

21. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua
BMD selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan.

22.Standarisasi Harga adalah penetapan harga barang sesuai jenis,
sepesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana yang
selanjutnya disingkat APBD Semesta Berencana adalah Anggaran
Pendapatan Daeran Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Semesta
Berencana.

24. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja PD yang selanjutnya disingkat
RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, Rencana belanja program dan kegiatan PD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh
Pengguna Anggaran.

26.Rencana Kebutuhan BMD yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah
dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

27.Daftar Rencana Tahunan Barang PD yang selanjutnya disebut dengan
DRTB PD adalah daftar yang memuat data kebutuhan barang pada masing-
masing PD.

28. Daftar Rencana Tahunan Pemeliharaan Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut dengan DRTPB PD adalah daftar yang memuat data kebutuhan
Pemeliharaan barang pada masing-masing PD.

29. Daftar Kebutuhan BMD yang selanjutnya disingkat DKBMD adalah daftar
yang memuat kebutuhan BMD yang ditetapkan oleh Bupati setelah APBD
ditetapkan.

30. Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan yang selanjutnya
disecbut DKBMD Pemeliharaan adalah daftar yang memuat kebutuhan
Pemeliharaan BMD yang ditetapkan oleh Bupati setelah APBD ditetapkan.

31. Kartu Pemeliharaan Barang adalah kartu yang memuat informasi tentang
nama barang, spesifikasinya, tanggal pemeliharaan, jenis pekerjaan atau



(1)

pemeliharaan, barang atau bahan yang dipergunakan, biaya pemeliharaan,
pihak yang melaksanakan pemeliharaan dan hal-hal lain yang diperlukan.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk
mengintegrasikan pengelolaan BMD dalam pengelolaan keuangan Daerah di
lingkup Pemerintahan Daerah.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

penjelasan dan panduan kepada PD dalam menyusun RKBMD Pengadaan
dan RKBMD Pemeliharaan terkait dengan penyusunan RKA-PD serta
menyusun DKBMD dan DKBMD Pemeliharaan sebagai dasar pelaksanaan
pengadaan dan pemeliharaan BMD.

BAB III
PENYUSUNAN DAN PENELAHAAN
PERENCANAAN KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PEMELIHARAN
BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

Perencanaan Kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan
kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi serta ketersediaan BMD yang ada
dan dapat mencerminkan kebutuhan riil BMD pada PD sehingga dapat
dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

Perencanaan Kebutuhan BMD mengacu pada Rencana Kerja PD.
Perencanaan Kebutuhan Pengadaan dan Perencanaan Kebutuhan
Pemeliharaan BMD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), berpedoman pada Standar Barang, Standar Kebutuhan dan/atau
Standar harga di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Proses Perencanaan Kebutuhan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan RKBMD
pengadaan dan Pemeliharaan BMD untuk tahun anggaran berikutnya pada
awal tahun anggaran berkenaan.

Usulan RKBMD dan RKPBMD PD yang telah dihimpun oleh Pengguna
Barang yang diajukan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD
melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan BMD untuk ditelaah.
Pengelola Barang melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan
BMD dan Pengurus Barang Pengelola bersama Pengurus Barang Pengguna
melakukan penelaahan atas usulan RKBMD dan RKBMD Pemeliharaan



sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan data barang
pada Pengguna/Pengelola Barang,.

(4) Data barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:

a. laporan Daftar Barang Pengguna/Pengelola bulanan;

b. laporan Daftar Barang Pengguna/Pengelola semesteran;
c. laporan Daftar Barang Pengguna/Pengelola tahunan;

d. laporan Daftar BMD semesteran; dan

e. laporan Daftar BMD tahunan.

(5) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar
penyusunan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan.

(6) RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh
Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan anggaran pada Rencana Kerja
dan Anggaran PD.

(7) Format Dokumen RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 5

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD BMD di lingkungan
Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barang selambat -
lambatnya minggu kedua bulan Mei.

Pasal 6

(1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan
yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei.

(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang
mengikutsertakan Pejabat penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus
Barang Pengguna untuk melakukan review terhadap kebenaran dan
kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan.

(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh
Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan
untuk memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan usulan
RKBMD Pengadaan yang sekurang-kurangnya mempertimbangkan:

a. kesesuaian program perencanaan dan standar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3); dan
b. ketersediaan BMD di lingkungan Pengguna Barang.

(4) Hasil Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh
Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pengadaan BMD pada

of



tingkat Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat informasi:

a. nama Kuasa Pengguna Barang;

b. nama Pengguna Barang;

C. program;

d. kegiatan,;

e. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada
Kuasa Pengguna Barang; dan

f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.

Pasal 7

(1) Hasil Penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pengadaan yang
disampaikan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (4) ditandatangani oleh Pengguna Barang.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan BMD berdasarkan
hasil Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan
kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat bulan Mei.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 8

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pemeliharaan BMD
di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya.

(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barang selambat-
lambatnya minggu kedua bulan Mei.

Pasal 9

(1) Pengguna Barang melakukan Penelaahan atas usulan RKBMD
Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei.

(2) Dalam penelaahan wusulan RKBMD pemeliharaan usulan RKBMD
Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk
melakukan penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD
Pemeliharaan.

(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh
Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan
untuk memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan RKBMD
Pemeliharaan yang sekurang-kurangnya mengacu pada daftar barang Kuasa
Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai barang yang dipelihara.

(4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh
Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pemeliharaan BMD tingkat
Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat informasi:

a. nama Kuasa Pengguna Barang;



(1)

(1)

(2)

(3)

nama Pengguna Barang;

nama barang yang dipelihara;

usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
rencana kebutuhan BMD yang disetujui.
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Pasal 10

Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang
disampaikan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (4) ditandatangani oleh Pengguna Barang.

Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan BMD
berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat bulan
Mei.

Pasal 11

Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan dan RKBMD
Pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) untuk disampaikan kepada Pengelola
Barang.

Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat
pengantar RKBMD yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan data
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

Penyampaian RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang
dilakukan selambat-lambatnya minggu kesatu bulan Juni.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan

Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang
Pasal 12

(1) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD dilakukan terhadap:

a. relevansi program dengan rencana keluaran (outpuf) Pengguna Barang;

b. optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah yang berada pada
Pengguna Barang; dan

c. efektivitas penggunaan Barang Milik Daerah yang berada pada
Pengguna Barang telah sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang
tugas dan fungsi PD.

(2) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sekurang- kurangnya memperhatikan:

a. kesesuaian program perencanaan dan standar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3); dan

b. data barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

(3) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dituangkan dalam Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan BMD yang
sekurang-kurangnya memuat:
a. nama Kuasa Pengguna Barang;
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b. nama Pengguna Barang;

. program,;

d. kegiatan;

e. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada
~ Kuasa Pengguna Barang; dan

f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.

(4) Dalam melaksanakan Penelaahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan
Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan
pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD
Pengadaan yang dilaksanakan selambat-lambatnya minggu kedua bulan
Juni.

Pasal 13

(1) Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan BMD dari Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditandatangani oleh
Pengelola Barang.

(2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan berdasarkan hasil
penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh
Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga
bulan Juni.

Bagian Keempat
Tata Cara Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 14

(1) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan BMD dilakukan untuk melakukan
telaahan terhadap data BMD yang diusulkan rencana pemeliharaannya.

(2) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sekurang- kurangnya memperhatikan daftar barang pada Pengguna
Barang yang memuat informasi mengenai status barang dan kondisi barang.

(3) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan dalam hasil penelaahan RKBMD Pemeliharaan BMD
yang sekurang-kurangnya memuat:

nama Kuasa Pengguna Barang;

nama Pengguna Barang;

nama barang yang dipelihara;

usulan kebutuhan pemeliharaan; dan
e. rencana kebutuhan BMD yang disetujui.

(4) Dalam melaksanakan penelaahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan
Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan
pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD
Pemeliharaan yang dilaksanakan selambat-lambatnya minggu kedua bulan
Juni.

o op
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Pasal 15

(1) Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan BMD dari Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditandatangani oleh
Pengelola Barang.

(2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan berdasarkan hasil
penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu
ketiga bulan Juni.

Pasal 16

(1) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan BMD dari Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3)
ditetapkan menjadi RKBMD Pemerintah Daerah oleh Pengelola Barang.

(2) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juni.

Bagian Kelima
Penyusunan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Pasal 17

(1) Pengguna Barang dapat melakukan Perubahan RKBMD.

(2) Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sebelum penyusunan Perubahan APBD Semesta Berencana.

(3) Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan
Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyusunan Perubahan
RKBMD.

BAB IV
PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 18

RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (6) dijadikan sebagai salah satu pedoman bagi Tim Anggaran
Pemerintah Daerah dalam rangka pengkajian dan verifikasi RKA-PD.

Pasal 19

RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan yang karena keterbatasan
keuangan Daerah sehingga tidak dianggarkan dalam APBD Semesta
Berencana tahun berkenaan dapat dipertimbangkan pada APBD Semesta
Berencana Tahun Anggaran berikutnya dengan memperhatikan skala prioritas
dan kemampuan keuangan Daerah.

v
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Pasal 20

(1) Penganggaran pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD yang belum masuk
dalam RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan dilakukan setelah
mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD.

(2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD melalui Kepala BPKAD
sebelum penyusunan RKA - PD.

(3) Daftar barang yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditampung dalam DKBMD Pengadaan dan DKBMD
Pemeliharaan.

(4) Penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan pengadaan barang dan
Pemeliharaan barang harus terinci dengan memuat nama barang,
banyaknnya barang dengan jumlah biaya dan informasi lainnya yang
diperlukan.

Pasal 21

(1) Setelah APBD Semesta Berencana ditetapkan Kepala PD menyusun DRTB
PD dan DRTPB PD dalam format RKBMD Pengadaan dan RKBMD
Pemeliharaan untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
c.q Kepala BPKAD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) DRTB dan DRTPB sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebelum ditetapkan dengan Keputusan Bupati dihimpun dan ditelaah oleh
Tim Penyusun DKBMD dan DKBMD Pemeliharaan.

(3) Hasil penelaahan DRTB dan DRTPB sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dituangkan dalam bentuk DKBMD Pengadaan dan DKBMD
Pemeliharaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) DKBMD Pengadaan dan DKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) digunakan oleh PD sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang
dan pemeliharaan barang PD.

(5) DRTB dan DRTPB diajukan bersama dengan pengajuan rancangan
DPA- PD pada Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 22

(1) Kepala PD bertanggung jawab atas pemeliharan BMD yang ada dibawah
penguasaannya.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
DKBMD Pemeliharaan.

(3) Dalam rangka Pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus dicatat dalam Kartu Pemeliharaan Barang.

(4) Format Kartu Pemeliharan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tercatum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.
(5) Biaya Pemeliharaan BMD dibebankan pada APBD Semesta Berencana.
w1 (1?>



Pasal 23

(1) Pengguna Barang wajib membuat daftar hasil Pemeliharaan barang dan
melaporkan kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang
secara berkala.

(2) Kepala BPKAD meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
menyusun daftar hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu)
Tahun Anggaran.

(3) Laporan hasil Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan
sebagai bahan evaluasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Karangasem.

Ditetapkan di Karangasem
pada tanggal 3 Juni 2021

BUPATI KARANGASEM,

TTD

[ GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 3 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,
\

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai aslinya

NJ. .Asﬁala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,

@ ang Suarnatha
NEANGHP, 10421108 200501 1 007
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA  PENYUSUNAN DAN
PENELAHAAN PERENCANAAN
KEBUTUHAN PENGADAAN,
PEMELIHARAAN DAN PENGANGGARAN
BARANG MILIK DAERAH

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

A. PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG

1. Umum

Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaraan perlu
terkoordinasi dengan baik dengan memperhatikan standarisasi yang telah
ditetapkan sesuai kondisi Daerah.

Perencanan kebutuhan dan penganggaraan barang Daerah perlu adanya

pemahaman dari seluruh Perangkat Daerah terhadap tahapan kegiatan

pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga koordinasi dan sinkronisasi
dalam kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu memahami wewenang tugas dan

fungsi sebagai berikut:

a. Bupati sebagai pemegang kekuasaan Barang Milik Daerah mempunyai
kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan
penerimaan dan pengeluaran Barang Milik Daerah serta mempunyai
tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dalam pengelolaan
Barang Milik Daerah,;

b. Bupati dalam rangka pelaksanaan, pembinaan dan pengelolaan
Barang Milik Daerah dibantu oleh:

1)

2)

3)

4)

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah, sebagai
koordinator dibantu oleh Asisten yang membidangi melakukan
pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah, bertugas dan
bertanggung jawab atas terselenggarannya koordinasi dan
sinkronisasi antara Pembina, Pengelola dan Pengguna Barang.

Apabila dalam pembinaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah
terdapat perbedaan pendapat antar unsur Pembina, Pengelola dan
Pengguna Barang yang mengakibatkan kemacetan, maka
Sekretaris Daerah selaku Pengelola berkewajiban untuk mengambil
tindakan pengamanan yang bersifat sementara, dalam keadaan
demikian, Sekretaris Daerah diminta maupun tidak diminta harus
menyampaikan laporan dan saran kepada Bupati untuk
mendapatkan keputusan terakhir;

Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang bertanggung
jawab atas penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang bertugas dan
bertanggung jawab atas perencanaan kebutuhan, pengadaan,
penyimpanan, penggunaan, penatausahaan, pemeliharaan/
perbaikan, pengamanan dan pengawasan barang dalam
lingkungan wewenangnya.
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2. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran:
a. Dalam melakukan perencanaan kebutuhan yang dilaksanakan
berdasarkan pertimbangan yaitu:

1) ketersediaan barang yang ada di masing-masing Perangkat Daerah.

2) untuk memenuhi kebutuhan barang pada masing-masing
Perangkat Daerah sesuai besaran organisasi/jumlah pegawai
dalam satu organisasi;

3) adanya barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang,
mati/sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan
sehingga memerlukan penggantian;

4) adanya  peruntukan  barang yang  didasarkan  pada
peruntukan standar perorangan, jika terjadi = mutasi
bertambah personil sehingga mempengaruhi kebutuhan barang;

S) untuk menjaga tingkat persediaan barang milik Daerah bagi
setiap tahun anggaran bersangkutan agar efisien dan efektif; dan

6) pertimbangan teknologi.

b. Fungsi perencanaan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan
dalam pemenuhan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan/
ketersediaan keuangan Daerah;

c. Perencanaan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan
barang harus terinci dengan memuat nama barang, banyaknya
barang, jumlah biaya dan informasi lainnya yang diperlukan;

d. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun oleh masing-
masing unit sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan
memperhatikan standar satuan harga barang/jasa yang telah
ditetapkan oleh Bupati;

e. kegiatan perencanan kebutuhan dan penganggaran meliputi :

1) kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan
atas beban tugas dan tanggungjawab masing-masing Perangkat
Daerah sesuai anggaran yang tersedia dengan memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:

a) barang apa yang dibutuhkan;

b) dimana dibutuhkan

c) bila mana dibutuhkan;

d) berapa biaya;

e) siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan;
f) alasan-alasan kebutuhan; dan

g) cara pengadaan.

2) Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang
melaksanakan koordinasi dari proses penyusunan, menghimpun
dan menyampaikan RKBMD untuk 1 (satu) tahun anggaran yang
diperlukan oleh setiap Perangkat Daerah.

f. Tahap Kegiatan

1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang merencanakan
dan menyusun kebutuhan dana dalam RKA-Perangkat Daerah
sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

2) Masing-masing Perangkat Daerah menyusun RKBU dan
RKPBU kemudian menyampaikan kepada Sekretaris Daerah
selaku Pengelola melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat
Penatausashaan Barang untuk diteliti dan disusun menjadi
RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan;

3) Setelah APBD ditetapkan kepala Perangkat Daerah menyusun
DRTB dan DRTPB untuk disampaikan kepada Bupati melalui

Pengelola;
1
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4) Berdasarkan DRTB dan DRTPB dari semua Perangkat
Daerah ditelaah dan dihimpun menjadi DKBMD Pengadaan
dan DKBMD Pemeliharaan untuk 1 (satu) tahun anggaran; dan

5) DKBMD dan DKPBMD tersebut dijadikan  pedoman

dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik
Daerah.

B. PEMELIHARAAN BARANG
1. Umum

Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang
selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara
berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap
barang invetaris yang sedang dalam unit, pemakaian, tanpa merubah,
menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga
dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik
dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan.

Penyelenggaraan  Pemeliharaan  dapat

berupa:

a. Pemeliharaan ringan adalah Pemeliharaan yang dilakukan sehari
hari oleh wunit pemakai/pengurus barang tanpa membebani
anggaran;

b. Pemeliharaan sedang adalah Pemeliharaan dan perawatan yang
dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang
mengakibatkan pembebanan anggaran; dan

c. Pemeliharaan berat adalah Pemeliharaan dan perawatan
yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang
pelaksanaannya tidak dapat  diduga  sebelumnya, tetapi
dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan
pembebanan anggaran.

Penyelenggaraan Pemeliharaan dimaksudkan untuk mencegah

Barang

Milik Daerah terhadap bahaya kerusakan yang disebabkan oleh

faktor:

a. biologis;

b. cuaca, suhu, air dan kelembaban;

c. fisik yang meliputi proses penuaan, pengotoran debu, sifat
barang yang bersangkutan dan sifat barang lain, benturan,
getaran dan tekanan; dan

d. lain-lain nya yang dapat mengakibatkan perubahan kualitas
dan sifat-sifat lainnya yang mengurangi kegunaan barang.

2. Kriteria Pemeliharaan
a. barang yang dapat dipelihara dan dirawat adalah barang
inventaris yang tercatat dalam buku inventaris.
b. barang milik daerah yang tidak dapat diusulkan pemeliharaannya
oleh Perangkat Daerah meliputi :

1) barang milik daerah dalam kondisi rusak berat;

2) barang milik daerah yang sedang dalam status penggunaan
sementara;

3) barang milik daerah yang sedang dalam status dioperasikan
oleh pihak lain; dan

4) barang milik daerah yang sedang dalam status
dilakukan pemanfaatan.

c. Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4) tidak
termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dengan
jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.

Af(a)



14
3. Rencana Pemeliharaan Barang

a. Rencana pemeliharaan barang yaitu penegasan urutan tindakan
atau gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan terhadap barang
inventaris, yang dengan tegas secra tertulis memuat macam/jenis
barang, jenis pekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan
biaya, waktu pelaksanaan dan pelaksanaannya.

b. Setiap unit diwajibkan untuk menyusun rencana pemeliharaan
barang dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Harus memuat ketentuan mengenai macam/jenis, jenis
pekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya,
waktu dan pelaksanaannya;

2) Sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD, khususnya
DRTPB;
dan

3)DRTPB  disampaikan kepada Pengelola melalui Pejabat
Penatausahaan Barang untuk digunakan sebagai pedoman
selama tahun anggaran yang bersangkutan.

c. DRTPB yang disusun Perangkat Daerah ditandatangani oleh
Kepala Perangkat Daerah dan diajukan pada waktu dan menurut
prosedur yang ditetapkan. Dengan demikian maka DRTPB
merupakan landasan bagi pelaksanaan pemeliharaan barang, Setiap
perubahan yang akan diadakan pada rancangan pemeliharaan harus
dengan sepengetahuan Kepala Perangkat Daerah yang
bersangkutan, sebelum diajukan kepada Sekretaris Daerah selaku
Pengelola melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan
Barang.

4. Pelaksanaan Pemeliharaan

a. Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh
kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang, Kepala
Perangkat Daerah selaku Pengguna barang sesuai dengan DKBMD
Pemeliharaan yang ada di masing-masing Perangkat Daerah.

b. Pelaksanaan Pemeliharaan barang milik Daerah ditetapkan dengan
surat perintah kerja/surat perjanjian/kontrak yang ditandatangani
oleh kepala Perangkat Daerah.

¢. Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis Barang Milik Daerah,
harus dibuat kartu Pemeliharaan/perawatan yang memuat:

1) nama barang inventaris;

2) spesifikasinya;

3) tanggal perawatan;

4) jenis pekerjaan atau Pemeliharaan;

o) barang-barang atau bahan-bahan yang dipergunakan;
6) biaya Pemeliharaan/perawatan;

7) yang melaksanakan Pemeliharaan/perawatan; dan

8) lain-lain yang dipandang perlu.

d. Pencatatan dalam kartu Pemeliharaan/perawatan barang dilakukan
oleh Pengurus Barang.

e. Penerimaan pekerjaan pemeliharaan/perawatan barang:
1} Pekerjaan pemeliharaan barang yang akan diterima  harus
dilakukan pemeriksa oleh pejabat/ panitia pemeriksa barang.
2) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan/dokumen yang dipersamakan yang ditandatangani oleh
Pejabat/Panitia Pemeriksa Barang;
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3) Pelaksanaan pekerjaan/Pemeliharaan barang dilaporkan kepada

4)

Sekretaris Daerah selaku Pengelola melalui Kepala BPKAD selaku
Pejabat Penatausahaan Barang; dan

Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang mengimpun

seluruh pelaksanaan Pemeliharaan barang dan dilaporkan kepada
Bupati.

2 BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENELAHAAN PERENCANAAN
KEBUTUHAN PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN
PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

FORMAT PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
1. FORMAT USULAN RKBMD PENGADAAN PADAKUASA PENGGUNA BARANG.

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK

DAERAH (RENCANA PENGADAAN)

KUASA PENGGUNA
BARANG........... {(2)

TAHUN ..... Halaman : ..........e... (¢ 3]
PEMERINTAH PROVINSI . &4
(4)

KABUPATEN/KOTA O —
(%)
PENGGUNA BARANG L O,
(G

Data Daftar Barang Yang Dapat Dioptimalisasikan Kebutuhan Riil BMD
No. Program/Kegiatan/Output U:ﬂ:n Kebutuhan Maksimum 14 4 F:4 P p
Kode Barang Nama Barang Jumiah Satuan Jumiah Satuan Kode Barang Nama Barang Jumiah Satuan Jumiah Satuan

Ket.

1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 A3m7-11 14 15

A. Program ecececeecceccsereoesses

1. Kegiatan

a. Output .cceceeeemeenmoeeecnens

XXX X. XXX XXX

2. KegiatAn...coceeeeemocaamenneoe-...

a. Output

Ko Xo X o X X XK XXX

3. Dst.....coveeeeraee

B. Program .........

L Kegiat@Nueooeereroeceannann

a. Output........

Ko Xa X 2 XK XX XXX

2. Kegiata

a. Output.......eeeeeneennnnne

XXX X X XX XXX

(7 () () (10) [CET) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

............................................ (22)

............................................. (23)




Petunjuk Pengisian :

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

)
(10)

(11)
(12)

(13)
(14)
(15)
(16)

(17)
(18)

(19)
(20)
(21)

(22)
(23)

(24)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja
SKPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan

kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan.

Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi standart kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi jumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



FORMAT USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
(RENCANA PEMELIHARAAN)

KUASA PENGGUNA BARANG ......... (2)
TAHUN ..... (3)
Halaman........ (1)
PEMERINTAH PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
PENGGUNA BARANG
Barang Yang Dipelihara Usulan Kebutuhan Pemeliharaan
No. Program/Kegiatan/Output Kondisi Baran am Ket.
Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan |Status Barang e N . a Jumlah Satuan
B RR RB Pemeliharaan
1 3 a 5 () 7 8 El 10 11 12 13 14
XKL XKLL XKL XX XXX
AR XKL KX KK XXX
a. Output........
XXX K KKK XXX
2. Kegiatan ............
a. Output
KX K X XXX XXX
3. DSt ..oovvverinnansnns
C. DSt cecevnieieceiannnnens
L) (L] (£2)] 10} 17] 21 3] (R5)] 1s) [£52) (£.54) 18] (£52)) (20)
................ ) cecncrteernnnnnnsassnrenes (21)

Kuasa Pengguna Barang




Petunjuk Pengisian :

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagainya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



3. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN RKBMD OLEH

PENGGUNA BARANG.
KOP SURAT ....... (1)
Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Kepada
Nomor D reereeeenreaenns (2) Yth. coeveereiiiiieniinennne (S5)
Sifat . Sangat Segera = e
Lamplran SRETTTPTTITRTITRITD (3) D1 -
Hal _ Hasil Penelaahan RKBMD ~ ceeeeeeemennnnnn (6)
" Tahun ..(4) pada...(5)
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ...... (7)
tanggal ..... (7) hal usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah (RKBMD) Tahun ..... (4) pada .... (5) pada prinsipnya kami
menyetujui RKBMD sebagaimana diuraikan pada lampiran surat
ini.

Untuk selanjutnya, Hasil Penelaahan RKBMD dapat
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hasil Penelaahan usulan RKBMD menyajikan informasi
berupa satuan barang milik daerah yang direkomendasikan
untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan.

9. Hasil Penelahaan usulan RKBMD pengadaan dan RKBMD
pemeliharaan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

3. Hasil Penelaahan usulan RKBMD dapat diusulkan oleh Kuasa
Pengguna Barang kepada Pengguna Barang untuk dilakukan
perubahan menjadi RKBMD Kuasa Pengguna Barang.

4. Batas waktu penyampaian perubahan sebagaimana dimaksud
pada angka 3 di atas paling lambat Minggu keempat bulan
Mei.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Pengguna Barang

Petunjuk Pengisian :

(1)

(2)
(3)
(4)
(o)
(6)
(7)

(8)

Kop surat resmi yang berlaku pada SKPD (Pengguna Barang) yang
bersangkutan.

Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang) yang dikirim.

Diisi lokasi kedudukan Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang).

Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang dikirim oleh Unit
Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang menyetujui Hasil Penelaahan

# %;



4.

FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGGUNA BARANG.

HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAEAH

(RENCANA PENGADAAN}

KUASA PENGGUNA BARANG ........ {2)
TAHUN ........... (3)
Halaman ...... (1)
PEMERINTAH PROVINSI :
KABUPATEN/ KOTA :
PENGGUNA BARANG H
Kebutuhan Data Daftar Barang Yang Dapat Kebutuhan Riil
Maksimum Dioptimalkan Barang Milik Dacrah | Rencana Kebutuhan
P | BMD Yang
No N o Disetujui Pemc“‘n @ Ket.
Program/Kegitan/Output Kode Barang B Jumlah Satuan Jumlah Satuan Kode BNama Jumlah Satuan Jumlah Satuan
arang Barang arang Jumlah Satuan
2 2 3 - 5 3 7 3 > 10 11 1z 13 14 15 16 17 18
A. Program .........
1. Kegiatan... .
a. OQutput..
2K 3C. 0. 302K 2030 200K
2. 3.3 3. XK., KK KKK
3626 3¢ 20 X 300, XK
2.
2,26, 3. 2K 20 K. 200K
3. D8t .weeceennnaaaa....
C. D8t ceveciiiciinacnaanss
() (8) ©) (10) (11) (12) (13) (14) (15} (16) (17) (18) (19) (20) 21 (22) 23) 23)
iy emeeeeeesevernennnees eerees (25)
Disctujui,
Pengguna B PR (26)
Telah diperiksa: (27)
[No ama Jabatan Ttd./ Paraf| langgal

1. ]....

Pcjabat Penatausahaan Pengguna Barang

2. oeeeee

Pengurus Barang Pengguna

o



Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
()
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

(11)
(12)

(13)
(14)

(15)
(16)
(17)
(18)

(19)
(20)
(21)
(22)

(23)
(24)
(25)

(26)
(27)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan.

Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi kuantitas barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagainya. _

Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi jumlah barang pengadaan yang disetujui.

Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?, unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau
pembelian.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



S.

FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGGUNA BARANG.

HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK

DAERAH (RENCANA PEMELIHARAAN)
KUASA PENGGUI(‘ BARANG

TAHUN ..... Halaman........{1)
PEMERINTAH PROVINSI : (3}
@) KABUPATEN/KOTA
(6] PENGGUNA BARANG
wees (6)
Rencana Kebutuhan
Barang Yang Usulan Kebutuhan Pemeliharaan Pemeliharaan BMD
dipelihara Yang Disetujui
No Ket.
Kondisi Barang
Program/Kegiatan/Output Kode Barang | Nama Barang Jumlah Satuan Status Nama Jumlah Satuan Jumlah Satuan
Barang Pemeriharaa
B RR RB n
1 2 3 4 5 6 7 8 o 10 11 12 13 14 15 16
A. Program .. receas
1. Kegiatan
a. Qutput ........
3K XX K XK XOEK]
2. Kegiatan ............
a. Output ........
AKX XX,
3. Dst ...
B.
KX XK. 3K, 0K
2. Kegiatan .
a._ Output ........
KD K.
3. Dst .e
C. Dst ....cceeee-e verosane
() 8 ) {10) [5¥)) 15 a3 14 {i5) (i8] an 18) 15 (20) [E30] 22) |
........... .(23) oy
Pengguna Barang .........cce.ee (24)
Telah {25] NIP.
diperiksa: =~ i (25)
INo| Nama | Jabatan Ttd./ Paraf Tanggal
1. |......

Pejabat Penatausahaan Pengguna

Pengurus Barang Pengguna




Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

(18)
(19)

(20)
(21)
(22)
(23)

(24)
(25)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
Diisi satuan barang Pemelihaan yang diusulkan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi kuantitas barang yang disetujui untuk dipelihara.

Diisi satuan barang yang disetujui pemeliharaannya sesuai ketentuan
yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan
sebagainya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



6. FORMAT RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.
RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK
DAERAH (RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG ..cccceeevnenne
(2) TAHUN ....... (3) FTQ IO TG TL 5 eeeesnennnannnns (2)
PEMERINTAH PROVINSI :
vee 4a) KABUPATEN/KOTA
: (5) PENGGUNA BARANG
2 ceerceccecntesencncncnaananann. (6)
No. Program/Kegiatan,/Output Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah (Yang Disetujui) Cara Pemenuhan Ket.
Kode Barang Nama Barang Jumliah Satuan
1 = 3 a s s z 22
A. Program .o..ccoeecececccocacccaoaacanan
1). Kegiatan....
a. Output ..................._... .
KoK XXX K KHKK
2). Kegiatan [R——
a. output .o aeaee
XKoXo XXX XX XXX
3). DSt ...oonoeineee.
B. PrograArm ....ciceececcsscecaceacansaocas
1). Kegiatan....
a. Output ......cceuvennannnano..
XKeoXe XXX XX XXX
2). Keglatan.....occeoceeereaanne...
a. Output
XXX XX XX XXX
3). DSt ...ceceeennnnaannn
C. DSt .ccecevavaaancn.
7 ) ) (10) (11) (12) 13) (14)

(A7) NIP.

(18) Kuasa Pengguna
Barang...........

[PPSR ¢ iy § |




Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(15)
(16)

(17)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan
ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
berlaku.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan.

Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan  sewa atau
pembelian.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



7. FORMAT RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.

RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK
DAERAH (RENCANA PEMELIHARAAN)

KUASA PENGGUNA BARANG .........
(2) TAHUN ..... (3)
Halaman ........ (1)
PEMERINTAH
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
PENGGUNA BARANG
Rencana Kebutuhan BMD
Barang Yang Pemeliharaan
No. Program/Kegiatan/OQutput Kondisi Barang Nama Ket.
Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Status Barang N Jumlah Satuan
B RR RB Pemeliharaa
1 3 4 5 6 7 8 o 10 11 12 13 14
A.
XX XXX XXX
2. Kegiatan ............
a. Output........
X.X. XXX XX KKK
3. DSt .eeeersocereaenss
B. Program .....eeeeeecee...
1. Kegiatan ...
a. Output
XK, XK.K. KX XKL KKK
X, X. XK. XX XX XXX
3. DSt ..ciieceeiaaeaaa..
C. DSt .eeeenriemannaaannn..
@ 8) 9 (10) (11) (12 13) [E] (15) {16) a7) (18) (19) (20)
................ TR -5 § |
Kuasa Pengguna Barang
............................................... (22)
{23) NIP.
...................................... (23)



Petunjuk Pengisian :

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

(21)
(22)

(23)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama RKBMD yang disetujui.

Diisi kuantitas barang pada RKBMD pemeliharaan yang disetujui.

Diisi satuan barang RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?, unit, buah, set,
dan sebagainya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



8. FORMAT USULAN RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG.

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK
DAERAH (RENCANA PENGADAAN)

PEMERINTAH PROVINS!

.- (S)

- (4) KABUPATEN/KOTA

PENGGUNA

BARANG.......... wweeeee(2) TAHUN

e (3)

Halamanm: ceeeeenaunn. (1)

Kuasa
No. Pongguna

Usulan Barang Milik Dacrah

Kebutuhan Maksimum

Data Daftar Barang Yang Dapat Dioptimalisasikan

Kebutuhan Rill Barang Miilk

Kode Barang

Nama Barangl Jumliah

Satuan

Jumilah Satuan

Kode Barang | Nama Bamngl Jumltah Satuan

Jumlah Satuan

Ket

1 2

3

a

7 8

9 10 11 a2

13= 7-11 i4

135

4. Kuasa Pengguna Barang....

A. Program

1). Kogiatan

a. Output

KXo XX X X XXX

2). Kegiatan

a. Output

XX X. XX XX XXX

B. Prggram

1). Kegiatan

a. Output

XX Xa X2 X0 XX XXX

2). Kegiatan
a. Output

XX, X, X. XXX XXX

3). Dst

2. Kuasa Pengguna Barang....

1). Kogiatan

A._Prograr S

a. Output

XX XX X XX, XXX

2). Koglatan

a. Output ...

XX X X X XX XXX

B. Dst .

6) (7)

‘)

9 (10)

{12) (13)

() (15) (16) a7

(18) (19)

{(20)

(21)

Pengguna Barang

(22)

23)

NIP.

23)




Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

(10)
(11)

(12)
(13)

(14)
(15)
(16)
(17)

(18)
(19)
(20)

(21)
(22)
(23)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan.

Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai ketentuan
standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi jumlah barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



O.

PEMERINTAH PROVINSI

FORMAT USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG.

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
(RENCANA PEMELIHARAAN)
PENGGUNA BARANG .......... (2)
TAHUN ..... (3}

Hataman ........(1)

KABUPATEN/KOTA
Barang Yang Dipelihara Usulan Kebutuhan Pemeliharann
Kuasa Pengguna
No. i Boran, Keot.
° g8/ Prog: /Kegi /Output Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Status Barang Kondisi L Nama Jumlah Satuan °
B RR RB Pemeliharaan
T Zz 3 F 5 [ 7 ] k4 10 TT TZ I3 14
1. Kuasa Pcngguna Barang....
A. Progrom ...ccceeesssessss soer
1). Kegiatan..
a. Qutput ...
.30 2K X XK. XK
2). Keg 3
a. Output .... vevsen
KX XKK K KXK XK
3). Dot
OULPUL ceeereernaninasiassrens
2.3 362 20K KK
2). Kegiatan..
a. Output .
3€.36.56.36, 2, 3K 2K
TN
2. Kuasa Pengguna Barang....
A. Program .....ccoeveaeenes eeseres
1). K
a. OUtput ..oooveeieeernisaseseans
20,26 12K . 3K XK XK
2). Kegi .
Q. Output .oieiiiierianiaiancanes
KX XX K IO
3). D&t .ocoeeiieiiiinaes
B. Dst
B. DBt ceecereriisrnsrrniosasarantnineenaiies
[=3) (4] 8) ) (10) (11) [FE-]] a3s) (14) (1s) (16) a7} (18) (19)
ceeereretsrsssany meene {20)

Pengguna Barang.....eceeeeereeeae. (21}

seeee: (22)
s (22)

NIP. cccoiiciineens

fe-



Petunjuk Pengisian :

(1)
(2)
(3)
(4)
(%)
(6)
(7)

®)

9)

(10)
(11)
(12
(13)
(14
(15)
(16)
(17
(18)
(19)
(20

(21)
(22)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?,unit, buah,
set, dan sebagainya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



10. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN RKBMD OLEH
PENGELOLA BARANG.

KOP SURAT .......(1)

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Kepada
Nomor Do (2) ...... Yth. ool (5) I
Sifat : Sangat Segera 000000
Lampiran : ...... (3) berkas di -
Hal : Hasil Penelaahan RKBMD .................... (5) I
Tahun .... (4) pada .... (5)
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ...... (7)

tanggal ..... (7) hal usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah (RKBMD) Tahun ..... (4) pada .... (5) pada prinsipnya

kami menyetujui RKBMD sebagaimana diuraikan pada

lampiran surat ini.
Untuk selanjutnya, Hasil Penelaahan RKBMD dapat
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hasil Penelaahan usulan RKBMD menyajikan informasi
berupa satuan BMD yang direkomendasikan untuk
dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan.

2. Hasil Penelahaan usulan RKBMD pengadaan dan RKBMD
Pemeliharaan dengan memperhatikan ketersediaan
anggaran.

3. Hasil Penelaahan usulan RKBMD dapat diusulkan oleh
Pengguna Barang kepada Pengelola Barang untuk
dilakukan perubahan menjadi RKBMD Pengguna Barang.

4. Batas waktu penyampaian perubahan sebagaimana
dimaksud pada angka 3 di atas paling lambat Minggu
ketiga bulan Juni.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Pengelola Barang
..................... (8]
Petunjuk Pengisian:
(1) Kop surat resmi yang berlaku.
(2) Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan.
(4) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(5) Diisi nama SKPD.
(6) Diisi lokasi kedudukan SKPD. ,
(7) Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang dikirim oleh
SKPD yang bersangkutan.
(8) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang menyetujui Hasil

Penelaahan RKBMD.




11. FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGELOLA BARANG.

HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK

DAERAH (RENCANA PENGADAAN)

PENGGUNA BARANG ........

(2) TAHUN ..... 3 Halaman ........ (1)
PEMERINTAH PROVINSI :
.. (4) KABUPATEN/KOTA
e (5)
Kebutuhan Kebutuhan Rencana
aftar B Y D t s
é’::m Maksimum Rata D "’a“ara.ng ang Lapa Riil Kebutuhan
No Pengadaan Barang Cara Ket
Program/Kegiatan/ Output Kode Barang Nama. Jumilah Satuan | Jumilah | Satuan | Kode Baran, Nama | ;,mlah | Satuan | Jumlah | Satuan [DMililkD h Yang Pemcnnuha
Barang Barang Jumlah | Satuan
1 2 3 Ed [ 7 8 9 io 11 12 i3 I L] 15 16 17 18
T Kuasa PeRgguna Barang . )
A,
2. 3020 .36 26 L 0. OO0
263K, 2. 20 K XKL XX |
K., XK. K. . KK, KKK
€. 2C. 30 2. 3K 20K 200K )
& Output .. d
2. XK K. 3. I KHOK
2). Kegiatan .
a. Output....
3€. 3. 3K 0. 3¢ . 00 200K
3). DSt .eooeiecenrennn...
B. Dst. .
3. DSt .oianninneaeas ssesessssstesses
(6) 7} @) ©) (10} iy (12) (i3) (4] (15) 16) 7) (18) (19} {20) [£30) 22) (23)
"""""" '(24) Disetujui.
Pengelola Barang ..eeeescemcacaeees (25)
Telah —
Jabatan Ttd. gPargi Tanggal eessesesecosereosecaioces
Pejabat Penatausahaan Barang NIP.
.............. (26)

Pengurus Barang Pengelola

~_



Petunjuk Pengisian :

(1) Diisi nomor halaman.

(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(6) Diisi nomor urut.

(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

(10) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.

(11) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?, unit, buah, set, dan sebagainya.

(12) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

(13) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?, unit, buah, set, dan sebagainya.

(14) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

(15) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

(16) Diisi jumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

(17) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

(18) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

(19) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

(20) Diisi kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui.

(21) Diisi satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set,
dan sebagainya.

(22) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau
pembelian.

(23) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

(24) Diisi tempat dan tanggal disahkan.

(25) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.

(26) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



12. FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGELOLA BARANG.

HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK
DAERAH (RENCANA PEMELIHARAAN}

PEMERINTAH PROVINSI :
(4) KABUPATEN/KOTA
veee (S)

PENGGUNA‘%ARANG corenn

Halaman ........ {1)

Barang Yang
Dipelihara

Usulan Kebutuhan Pemeliharaan

Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan BMD
Yang Disctujui

Kuasa Pengguna g/ Prog; /K

/ Output

Nama
Barang

Kode Barang

Jumlah

Status

Kondisi Barang

Jumlah satuan

Barang

B RR

RB

Pemcliharaan

Jumlah satuan

16

3 4

8 k]

10

11 12 13

14 1S

1. Kuasa Pengguna Barang....

A. Propramm ...cceeesessescensaes

1). Kegiatan.

a _Output

€. 2626 26 K. K. I

2). Kegiatan...

2 Output

K 23K K0 K0 206 IO

B. Program .......ioeseesse

1), Kegiatan

. Output

€. 3636 . €. XK. 20K IO0C

€. 2€. 3. 2C. 2K, XK. 2O0C

3), DSt ..ooereurarsosnss

2. Kuasa Pengguna Barang....

A. Program

1). Kegiatan... oos

a. _Output.........

€. 36 X . 2. 3. 20K XK

2). Kegiatan,

a. _Output .

€0 9€. 26 - 3C. 2. JOC. HOHNK.

3). DBt .....o..oceueenian

B. Dst..... aos

{20)

(21)

(10)

(11)

(12)

(a3 s

{15)

(16} 07) (18)

(19)

{6) {7)

8) 9)

Jabata

Pejabat Ponatausahann Barang

Pengurus Barang Pengclola

{24) NIP.

(29)




Petunjuk Pengisian:

(1) Diisi nomor halaman.

(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(6) Diisi nomor urut.

(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program /kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

(8) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
yang berlaku.

(10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

(16) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

(17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.

(18) Diisi satuan barang pemeliharaan yang diusulkan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), uas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

(19) Diisi kuantitas RKBMD pemeliharaan yang disetujui.

(20) Diisi satuan barang RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan
sebagainya.

(21) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.

(22) Diisi tempat dan tanggal disahkan.

(23) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.

(24) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



13. FORMAT RKBMDPENGADAANPADA

PENGGUNA BARANG.

RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
(RENCANA PENGADAAN)
PENGGUNA BARANG ....

TAHUN ..... (3)
I8y o eeeeeeeeee.... [¢-4]
PEMERINTAH PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA H
Kebutuh P o
No. Kuasa Pengguna Barang/Program/Kogiatan/Output Roncana Kebutuhan Pengadaan BMD Cara Pemenuhan Ket.
Kode Barang Nama Barang Jumliah Satuan
EY 2 3 3 3 3 7 8
1 Kuasa Pengguna Barang....
A. Program
a).
KKK X XK
X o0 KK 20K L 2K
[= 8
€23 2 XK 2 L L XXX
€. X4 33 3 XN
3). DSt eeccaieaeeeans
2. Kuasa Pengguna Bamng....
AL P rogram
a).
26230 35 2. XK
2).
2K . X KK L 2O
3).
B. D3t ...cccienenemnannn
3. Dst .......
(S) [&2) (8) (D) (1.0) 11) 12) (13)
----- » -e-- (14)
Pengguna Barmang.............. [¢ X-5)
1.S)

NIP. ... (16)




Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
()
(6)
(7)

(8)
)
(10)
(11)

(12)
(13)

(14)
(15)
(16)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan
ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
berlaku.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan.

Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



14. FORMAT RKBMDPEMELIHARAANPADA PENGGUNA BARANG.

PEMERINTAH PROVINSI

RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
(RENCANA PEMELIHARAAN)
PENGGUNA BARANG .......... (2)
TAHUN ..... (3}

KABUPATEN /KOTA
. - Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD
K Pe Barang Yang Dipclihara Yang Disetujui
No. B / - /: Ay /Output Kondisi Barang Kot.
ng/ Pr ./ utpu Nama
Kodec Barang Nama Barang Jumlah Satuan Status Barang B Ty P Pemeliharaan Jumilah Satuan
L 3 « S & 7 8 9 10 12 12 13 14
XX XXX, XK IHK
33K, XK. XK. 3, 306 30K
B). DIBL cerveceenncevencer
B. Program ......
1). Kegiatan
A Qutput ....
KX I KK KK IO
2). Keg'ntan.....................
a. Output ....
X XXX XK. IO
3). Dst .. 5
2. Kuasa Pongguna Barang,
A. Prograim ..ccceecmmcnssscsscssnnians
1). Kegi
. OUutput cooevnnnen esvesssssnnan
KK 203K I, K IR
2). Keginton....cveeeeveens
a. Output ..
2.3, X, 2K IO
B). D coooeeecnaeacnans
(S) 7y (8) 9) (10) (1) a2) (13) (14) (15) as) Qa7) (18) (19)
....... cersresrey ore .. (20)
Pengguna Barmang.. 21)
eeee [22)

cernrerersinenees (22)

Ar



Petunjuk Pengisian :

(1)
(2)
(3)
(4)
()
(6)
(7)

(8)
(9)

(10)
(11)

(12)

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

(19)
(20)

(21)
(22)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama RKBMD pemeliharaan yang disetujui.

Diisi kuantitas barang pada RKBMD pemeliharaan yang disetujui.

Diisi satuan barang milik daerah yang disetujui pemeliharaannya sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set,
dan sebagainya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



15. FORMAT RKBMDPENGADAAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

(RENCANA PENGADAAN)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... cosesanncan 2)
TAHUN ....... (3)
Halamarn o ....c.eeeeeeaee (1)
No. Pongguna Barang/Pro m/K atan/Output Rencana Kebutuhan BMD Pemonuhan Kobutuhan BMD Cara Pomonuhan Kot.
Kodo Barang Nama Barang Jumiah Satuan Jumiah Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 o 1.0
1. Peongguna Barang....
AL
P S S
KXo X0 X XK KK XXX
3. Dot ..eieiniaanan.
B. Pro,
a).
Koo X 2o I KX XXX
2).
a. Output
PR R TR Y
b T = e ——
2. Pengguna Barang....
A. Program ........
1). Kogiatan.
a. Output ..
X a2 2 2 2 L KX
2). Kegiatan
7.  OULPUL o.eeeeecececcceanne
XX 0 X X XK XXX
3). DS cevcesoscrcccsocee
B. D3t ccccreniecninena
3. Dst
(3) (&) ) (4] [€5) (9) (10) 11) (13) 13)
........... tesees mmmemsseseesessecsivcsescssasananatuan
(14) PENGELOLA BARANG....... (15)
ey N, T o

Ap O



Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(%)

(6)
(7)

(8)
(9)

(10)
(11)

(12)
(13)

(14)
(15)
(16)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan
rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan
ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
berlaku.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan.

Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set,dsb.

Diisi kuantitas barang pengadaan yang disetujui.

Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set,dsb.

Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



16. FORMAT RKBMDPEMELIHARAAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK
DAERAH (RENCANA PEMELIHARAAN)

PEMERINTAH PROVINSI/ K&?U’PATEN/ KOTA

TAHUN ..... (3) Halamar ........(1)
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan
Barang Yang N s o2
No. Penggun 5 il ara BMD Yang Disctujui K
iy Kode B N Jumlah Satuan |Status Kondisi Barang Nama Jumlah Satuan o
3 arang azna um al s
Barang/ Prograﬁr: { Kegiatan /Out Barang Barang B RR RB | Pemeliharaa
1 3 4 B =) B 2 10 11 12 13 ia
1. Pengguna Barang....
Al
363K 26 2. 3. 20K
2K 2 K I 2K
B.
D262 3 2 I O OO
2). Kegiatam....coeveeeveacnaoanans
2. 36.3€.3€. 26. XK. XOC
2. 3.0 .30 3. KK 2O
I I IO IO
R =Y
B. Dst ........ccccee....
3. DSt ..ooovocvnvenraronannazocanmaccaazaaz
) (£ 6) 71 (8) (9) (10) (A1)] (12)] (13) (14) 15) (16) (17)

q




Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
()
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

(19)
(20)

Diisi nomor halaman.
Diisi nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kotayang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan
rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (6)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status BMD yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD seperti
digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama pemeliharaan pada Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan BMD yang disetujui.

Diisi kuantitas barang pada RKBMD Pemeliharaan yang disetujui.

Diisi satuan barang pada RKBMD Pemeliharaan yang disetujui sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set,
dan sebagainya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatangan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



17. FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.

PERUBAHAN USU LAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK

DAERAH (PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)
KUAS'Q PENGGUNA

PEMERINTAH PROVINS{

(4) KABUPATEN/KOTA

ARANG Teonasense

BARA

Kuasa
Pengguna

Kode Barang

Semula

Menjadi

Kebutuhan Maksimum Data Daftar Barang Yang Dapat Dioptimalisasikan

Kebutuhan Rl BMD

Nama Barang

Satuan

Kodo g

Ket.

Barang/ngmﬂKogutuMOut
2

0]

10 a1 12 i3 14 15

16 17

A. Progrmam

1). Kegiatan

a. Output

XXX X3 XXXIX

2). Kegiatan

a, Output

XXX XX KXKXX

3). Dst

8. Progmm

_1). Kegiatan

a. Output

XXX XX XXXXK

2). Keginton

a. Output

XXX XK XKXXK

3). Dst

B._Progmm

1). Kogiatan.

a._Output -

X.X.X.X.X.XX.XXX

2). Keglatan

8. Output

X.X.X.X.X.XXXXX

3). Dat

C Dat

(<]

(10)

(i)

a2

(13)

45

{16) {17 {18) 19) (20) (21)

B

@2)

|

{24)

(4]

()]

(25) Kuasa Pengguna
Barang
e asnsassnonsasese sisassassesresese {28)

(27} NIP.
[RRUSSE————— ¢ 4 ]

A7



Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
9)
(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

(20)
(21)

(22)
(23)
(24)

(25)
(26)

(27)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang akan diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi Kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.

Diisi satuan barang milik daerah yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?,
unit, buah, set, dan sebagainya

Diisi Kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan.

Diisi satuan barang milik daerah yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku.
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi jumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan

Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



18. FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.

PERUBAHAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG ......... (2)
TAHUN ..... (3)

Halaman ........(1)
PEMERINTAH PROVINSI i, e (4)
KABUPATEN /KOTA HI -ene (5)
PENGGUNA BARANG 2 eeeaememmerenesssensssnseseens 6)
Barang Yang Dipelihara Semula Menjadi
No. Program/Kegiatan/Output — N Alasan Ket.
Kondisi Barang i ad
Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan |[Status Barang ondls Pemeliharaan Jumlah Satuan Jumlah Satuan Perubahan
B RR RB
1 2 3 B 5 [ 7 8 0 10 11 12 13 14 15 16 17
A. Program .......o.o0000
T.” Kegiatan .... .
a. Output
Ko Ko Ko Ko X 206 XXX
2. Kegiatan ............
a. Output ........
KX XK. IOL KK
B.
3. K. XK. XK. X 300 XK
2. Kegiatan ............
a. oOutput .......
3. XX K. XK. 3K
3. DSt eeceernerennnee.
C. Dst ...
] 8) ) (10) (11) (12) (13) a4 (15) (16) Q7) (18} (19} (20) {21) (22) 23)
) eresersessesensssnrssnranan (24)
Kuasa Pengguna Barang
ereesetesssesseassrentarssransanssrereansnnane (25)
....... (26)

NIP.




Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
()

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

(21)

(22)
(23)

(24)
(25)

(26)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagainya.

Diisi Kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan
RKBMDpemeliharaan.

Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
pemeliharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



19. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN USULAN
PERUBAHANRKBMD OLEH PENGGUNA BARANG.

KOP SURAT. ....... (1)
Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Kepada

Nomor D e (2) Yth. ..ccceneeennn. (5).....
Sifat : Sangat Segera 00000
Lampiran : ........... (3) berkas di -
Hal : Penyampaian Hasil ... (6)

Penelaahan Usulan

Perubahan RKBMD

Tahun .. (4) pada .. (9)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ....... (7)
tanggal ...... (7) hal Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan
Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD) Tahun ..... (4) pada ...... (5) pada prinsipnya kami
menyetujui dengan hasil Penelaahan Perubahan RKBMD
sebagaimana diuraikan pada lampiran surat ini.

Untuk  selanjutnya, Perubahan RKBMD dapat
dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan
anggaran.

Demikian atas perhatiannya dan terima kasih.

Pengguna Barang
..................... (8)

Petunjuk Pengisian :

(1) Kop surat resmi yang berlaku pada SKPD (Pengguna Barang) yang
bersangkutan.

(2) Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan.

(4) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

(5) Diisi Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang) yang dikirim.

(6) Diisi lokasi kedudukan Kuasa Pengguna Barang.

(7) Diisi nomor dan tanggal surat usulan RKBMD yang dikirim oleh Kuasa
Pengguna Barang yang bersangkutan.

(8) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang mengesahkan Hasil

Penelaahan RKBMD.

.



20. FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGGUNA BARANG.

PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
(PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG ........(2}

TAHUN ........... 3)
PEMERINTAH PROVINSI H- — ] Halamam.............cc....{1}
KABUPATEN /KOTA e (S)
PENGGUNA BARANG veee (6)
Peneclaghan Perubahan
. Kebutuhan Data Daftar Barang Yang Dapat Kebutuhan Riil Rencana Kebutuhan
Usulan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daemh Maksimum Dioptimall B Milik Daerah Pengad BMD
No Yang Disctujui - Cﬂl"lL Ket.
Semula Menjadi Alaan
Program/Kegiatan/Output Kode Barang Nama B i Jumlah | Satuan BKode Nama Jumlah Satuan | Jumlah Satuan Jumiah Satuan
= Per arang Barang
Jumlah | Satuan | Jumlah | Satuan
1 3 4 S 6 7 8 £ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22
XXX XX XXX
.. X X.X. XX XXX
3. DStoeverernenennnn
XXX X-X.XK.XKK
XXX XX XK XXX
3. Dst.oeuecennnnnennn
C. Dst .cvveerieinennnnnns
@) (8) (] a9 (11) (12} (13) 14) (s (16) a7) (18) (19) 20) 21) (22) (23) (29) 25) (26) (27)
Telah diperiksa:

No Nama Jabatan Tanggal
1. .. Pejabat Penat i; Pengguna Barang
2. Pengurus Barang Pengguna




Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
()
(6)

(7)
(8)
)
(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

(29)
(30)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD Pengadaan  yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?),
unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi jumlah barang pengadaan masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi kuantitas barang pengadaan yang disetujui untuk dilakukan
perubahan.

Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?),
unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



21. FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGGUNA BARANG.

PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)

KUASA PENGGUNA BARANG ......... )
TAHUN .....
PEMERINTAH PROVINSI Halaman........{1}
KABUPATEN /KOTA
PENGGUNA BARANG
BarangYang Dipelihara Semula Menjadi Perubahan Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan BMD
R lama Alasan . P
No. Program/Kegiatan/Output Kondisi Barang Pem':l Pexubahan Yang Disctujui Ket.
Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Status Barang Jumlah Satuan Jumlah Satuan
B RR RB Jumlah Satuan
1 3 L3 5 [ 7 8 g 10 1T 12 13 14 15 16 17 18 19
XXX XX 200X
XX XXX XNXKK
XXX XX XKXKK
2. Kegintan ..oeeees
a.  outpuf ........
XXX XX XX.XHKK
3. Dst....
C. Dst......cevevvaveennnns
(7} ()] ) {10} [49)] (L)) {13} (5] [085) 16} [L%4) [4K:)) 19] 0] [¢£3)] =22 23] £} [
26)
Pengguna Barang
(27
Telah diperiksa:
No Nama Jabatan Ttd./ Paraf Tanggal (28
1. Pejabat P Pengguna Barang NIP. cooeerrrrrrnrmnmmeesnesssessssassenns 28
2. Pengurus Barang Pengguna




Petunjuk Pengisian :

(1)
(2)
(3)
(4)
()
(6)
(7)
(8)
)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

(22)

(23)
(24)
(25)

(26)
(27)
(28)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaannya sesuai ketentuan
yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?, unit, buah, set, dan
sebagainya.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan
barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang
sudah diusulkan sebelumnya.

Diisi kuantitas Perubahan RKBMD Pemeliharaan yang disetujui.

Diisi satuan Perubahan RKBMD Pemeliharaan yang disetujui.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



22. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK

DAERAH (PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG

............ (2) TAHUN ..... (3)
PEMERINTAH PROVINSI L iirverereeereeneennne @) Halaman : ......euueee. (1)
KABUPATEN/KOTA =l iitccicicconsecarcaciasnnes
(5} PENGGUNA BARANG
Leeeeeeeeennr——aaraereraneaeaaas (6)
P Perubahan Rencana
M di san
No. Program/Kegiatan/ Oumput Kode Barang Nama Barang Semula enja Pej:lual;ahan Kebutuhan Cara Ket.
Jumlah Satuan Jumlah Satuan Jumiah Satuan Pemenuhan
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A.
X.X.X.X.X. XX, XXX
XX XXX XX, XXX
B.
R KX XK XXX XXX
2. Kegiatan..........o.coeevnreneeenes
A Output ..cciceveeienanrannnnnn
KX XXX XX, XXX
3. DSt iioieenieienaenn.
C. DSt .oieiieieierucasncsssennnmnsassannns
(7) (8} 9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
................ s eremeeeenareneaneaeeneees (20

AP



Petunjuk Pengisian

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
)
(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi Kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?),
unit,buah, set, dan sebagainya.

Diisi Kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan
RKBMDPengadaan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang
disetujui.

Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang
disetujui sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?),
unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



23. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK
DAERAH (PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN])
KUASA PENGGU(Nzl)\ BARANG .........

TAHUN ..... Halamarn ........(1)
PEMERINTAH 3)
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA  Sessmmamemmnsne
PENGGUNA BARANG )
Barang Yang Semula Menjadi o erubahan Rencana
. AT Nama Alasan ebutuhan Pemeliharaan
No. Program/Kegiatan /OQutput Kondisi Baran, : i jui Ket.
Kode Barang Nama Barang| Jumlah| Satuan [Status £ Pemeliharaa | jymiah | Satuan | Jumlah | Satuan |Perubahan |  BMD Yeng Disetujui
Barang B RR RB n Jumlah Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 15 16 17 18 19
1. Kegiatan ...
a. Output ........
X. XXX XXX XXX
X, XXX XXX XXX
XXX XX XX XXX
XX XXX XX XXX
3. Dst
C. DSt ooovecnciniccanannes
7) [53) ©) (10} (11) (12) 13) (14) (15) (16} (17) (18) a9) (20) 21) 22) (23) (24) (25)
................ SO .- - |
Kuasa Pengguna Barang
............................................... (27)
{28) NIP.
...................................... 28)




Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
()
(6)
(7)
(8)
9)

(22)
(23)

(24)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaannya sesuai ketentuan
yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?, unit, buah, set, dan
sebagainya

Diisi kuantitas barang milik Daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
pemeliharaan.

Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan
pemeliharaannya dan menggantikan besaran satuan barang yang
tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set,
dan sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
pemeliharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi kuantitas barang pada perubahan RKBMD pemeliharaan yang
disetujui.

Diisi satuan barang pada RKBMD pemeliharaan yang disetujui
pemeliharaanya sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas
(m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi  jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



24. FORMAT PERUBAHANUSULAN RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG.

PERUBAHAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK
DAERAH (PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)

PENGGUNA
BARANG...
Halamar : ......c.cceeeuee. (1)
PEMERINTAH PROVINSI .
H .. (4) KABUPATEN/KOTA
.. {5)
Kuasa Semula Menjadi Kebutuhan Maksimum Data Daftar Barang Yang Dapat Dioptimalisasilkan Kebutuhan Riil BMD
No. Pengguna Kode Barang Nama AL Ket.
Barang/Program /Kegiatan /Out Barang Jumlah Satuan Jumlah Satuan Peru Jumlah Satuan léode Earna Jumilah Satuan Jumlah Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Kuasa Pengguna Barang....
A _Program .......cocoeemeneennnes
1}. Kegiatan. N
a.Output
X.X. XX X XX XXX
2’. Kegiatan..... -
a Output
X. XXX X KX XEX
3). DSt oo
B. Program
1). Kegiatan......
a Output
X.%X. XX KK KKK
.. 7.3 KK KK
2.
1). Kegiatan
2 Output ....cccevivvrereninnne..
XK KK T IK XXX
R R KX IR IR
3.
S @) 6 | ® (10) (i1 iz s (a4 (i5) 16) (17) (as) i9) 201 3] 2] @3 |

(2‘.-"&-).,Pcngguna
Barang




Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
()
(6)
(7)

(11)

(12)

(13)

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

(25)
(26)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?),
unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan  sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi jumlah barang pengadaan masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



25. FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG.

PEMERINTAH PROVINSI : ..

PERUBAHAN USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)

PENGGUNA BARANG ......... (2)
TAHUN ..... (3)
Halaman ........{(1)
KABUPATEN/KOTA He
Barang Yang Dipelihara Semula Menjadi
No Kuasa Pengguna Rondist Nama Alasan Ket.
. A n Barang .
B g/Program/ Kegiatan/Output Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Status Barang B =R BB Pemeliharaan Jumlah Satuan Jumlah Satuan Perubahan
1 ] 3 4 5 () 7 8 9 10 11 i2 i3 14 15 16 17
1. Kuasa Pengguna Barang....
A. Program .......
1). Kegiatan.. .
a Output ...
XX X.X.X. XX XXX
7). Kegiatan..........
a Output ...
XX X.X.X.XX. XXX
X XX.X.X, XK. 00
XX X.X.X. XX XXX
2.
XXX XX XK KKK
XX XXX XX, XHX
3.
©) (7) 8} %) (10) (11) 12) (13) 14) a5s) (16) a7) (18) 19) (20) (21) (22)
23)
Pengguna Barang
(29)
{25)
NIP. .oooeecceeeceseeenenmeerecsenrenns 25)




Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

@
)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15}
(16)
(17)
(18)
(19)

(20)

(21)
(22)
(23)

(24)
(25)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan /output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerahyang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan .
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
pemeliharaan.

Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
pemeliharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



26.

FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN U SULAN RKBMD OLEH
PENGELOLA BARANG.

Kepada
Nomor D e (2) Yth.
Sifat : SangatSegera 00000 e, (5)
Lampiran : ........... (3)berkas di -
Hal : PenyampaianHasil @~ .l (6)
Penelaahan Usulan
Perubahan RKBMD
Tahun..(4) ... pada .. (5)
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ....... (7)
tanggal ...... (7) hal Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan
Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD) Tahun ..... (4) pada ...... (5) pada prinsipnya kami

KOP SURAT ....... (1)

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

menyetujui dengan hasil Penelaahan Perubahan RKBMD
sebagaimana diuraikan pada lampiran surat ini.

Untuk  selanjutnya, Perubahan RKBMD dapat
dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan
anggaran.

Demikian atas perhatiannya dan terima kasih.

Pengelola Barang

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

etunjuk Pengisian:

Kop surat resmi yang berlaku.

Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi SKPD (Pengguna Barang) yang dikirim.

Diisi lokasi kedudukan SKPD.

Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang d1k1r1m oleh SKPD
yang bersangkutan,

Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang mengesahkan Hasil
Penelaahan RKBMD



27. FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGELOLA BARANG.

PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK

DAERAH (PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)

PENGGUNA BARANG
vrereeee(2) TAHUN .......... (3)
PEMERINTAH PROVINSI : ) Halaman................. 1)
KABUPATEN /KOTA : )
Penelaahan
o Kebutuhan Data Daflar Barang Yang Kcebutuhan Perubahan Rencana
Usulan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Malksimum Dapat Riil Kebutu!
No Dioptimalka Barang Milik B BMD. Cara Ket.
S 1 Menjadi Pemenuha .
emula e
P Kode Barang Nama Barang piiasan | Jumich | Setuan pode | Nema | jumion| satwan | Jumlah | Satuen | Jumlan Satuan »
Berang/ Program/Kegistan / Out Jumilah | Satuan | Jumlah | Satuan ’“nh“"a arang | Barang
1 3 L 5 (3 7 4 G T0 TT T2 13 I3 TS 16 17 18 I9=17-6 20 ZT
1. Kuasa Pengguna Barang....
A Program ..
1). Kegi.
a
XK. X X XK XXX
XXX XXX . X200
f<) N T
B. Program ........
1). e%ntan
a. utpu
KX XXX 300X
2]._Kégiatan...
a_oatput ...
XXX XX XX XXX
§I Dst ............ creenn
|2 Kuasa PenggunaBarang,
A Program
22X X 2. 300 3K
2). Kegiatan
a_Output ......ocooon.nns N
3K .20, XK
3). Dst
B. Dst
3. Dst
G @) (8) 9) [EX) (11) (12) 13) (14) [(5) (16) a7 (18) (19) (20) 21) 22) 23) — 29 @5 | @8 |
(27) Disctujui,
PengelolaBarang .....ccceveeeeremnennines 28)
Jabatan Tan
anggal | 25 NIP.

|
Pejabat Penatausahaan Barang
Pengurus Barang Pengelola

P



Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)

()
(6)
(7)

(12)

(13)

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(29)
(24)
(25)
(26)
(27)

(28)
(29)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?),
unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan
RKBMDPengadaan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk

dioptimalisasikan.
Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.
Diisi kuantitas barang pengadaan masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.

Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi kuantitas barang RKBMD Pengadaan yang disetujui untuk
dilakukan perubahan.

Diisi satuan barang RKBMD Pengadaan yang disetujui untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?),
unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap. :

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



28. FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGELOLA BARANG.

PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

(PERUBAHAN RENCANA PEMEL/

PENGGUNA BARANG ......... (2)

TAHUN ... (3)

PEMERINTAH PROVINS{ Halaman ........{}
KABUPATEN/ KOTA
Bareng Yang Dipelihara Semula Menjadi Perubanhan Rencona
\: Kebutuhan Pemeliharaan BMD
No. Program /Kegiatan/ Output . Nama N . Ket.
Kode Barang Nama Barang Jumiah Satuan Status Barang Kondisi Barang Pome Jumlah Satuan Jumlah Satuan Perubahan Yong Disctujui
B RR RB Jumlah Satuan
1 2 3 4 S 6 7 8 £l 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Kuasa Pengguna Barang....
A Prog
1). K
0, OULPUL cervervrevccrrensorees
XK. XXX XX XXX
2). K
a. Output .............. —
2.3, X X KK XXX
3). Dst .
B. P
1). K
8, OULPUL cevrvrresisvorssssssss
XX XX X XX XXX
2). Kegi
a. Output ...
XX . X, XX XXX
3). DSt eeierrenmmennn. enee
2. Kuasn Pengguna Barang....
A. P
T} Kegiatan....
@, Output
Ko%K XX HK KKK
T} Kegiatso....
a.__output ..
XK. XK. X300, KKK
G 7 ()] O [¢X)] [£2)) [£.5; IR I ¢5)) (13] 115] [ L 7] [45:)) 19) 20] [£23) @2 23 [£X)
(25) Disctujui,
Toloh diperiken: F 6)
No Nama Jabatan Ttd. / Pasal Tanggal
1. Pejabat Penatausahaan B
2. crreseassssesvssersassssiessseasnes |PCNRGUTrUS Barang Pengclola 27)
NIP. cocovvesvsesssosansssonsammaerace (27)



Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
()
(6)
(7)

(8)

(9)

(17)
(18)

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

(26)
(27)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan /output

berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai ketentuan
yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan
sebagainya.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan
barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang
sudah diusulkan sebelumnya.

Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui.

Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuail
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set,
dan sebagainya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatangan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



29. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG.

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
(PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)

PENGGUNA BARANG ............[2)
TAHUN ..... (3)
PEMERINTAH PROVINSI 2 crcaececonenon {4) Halaman : .......eeeeeee {1)
KABUPATEN/KOTA f rerererseeeene . (5)
PP Perubahan Rencana Kebutuhan
Kuasa Pengguna Semula Menjadi Alasan . . .
Pengad BMD Yz Disetujui
No. Barang/Prog /Kegi /Output Kode Barang Nama Barang Perubahan gadaan ang Disetu) Cara Pemenuhan Ket.
JUBHAnr SATOAIT Jamian Savaarn | Qm, aan
T Z 3 C: 1 2] 7 ] k4 TO TT 12 13
T. Ruasa Pengguna Barang....
3€.3€.3€. 3. 3. XK. 300K
I3, 7. 3K, IO HOOC
KX, XK. X. XK. 500K
K. XK. K. K. IOK. 200K
53690 K. 3. 3K, I
S—Pstmr
Br—Pstrmmeeees
Sr—PrstrrrrrrTTTTTTTe
—t6) 4 8} 19} 307 t+h 12y 39} t4 t35) 16} LEs) 16}

reeesennsresssany ncsssessanssesorsssssaases (19)

Pengguna Barang




Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)

(11)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang program/kegiatan/output

berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?),
unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi Kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang
disetujui.

Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagainya.

Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



30. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG.

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK
DAERAH (PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)

PEMERINTAH PROVINSI :

<evevenr (3) KABUPATEN/KOTA
cereseaees (5)

PENGGUNA BARANG
TAHUN

(3)

..... 2)

Halaman

Barang Yang Semula Menjadi Perubahan Rencana
No Kuasa Pengguna B m— — N Alasan Kebutuhan Kot
B /Program / Kegiatan/ Output Kode Barang | Nama Barang | Jumlah | Satuan | Status Barang Kondisi Barang | pemeliharaa | jumlah | Satuan | Jumlah | Satuan |Perubaha| Pemeclihaan BMD |
B RR RB n n Jumlah Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
. Kuasa Pengguna Barang....
A. Program ......
1). Kegiatan..
a.  Output .
XXX X.X. XX XXX
2). Kegiatan....
a Output .
XX I IHK
3). Dst ..
1). Kegiatan.
a. Output .
X.X. XXX, X00.XXX
2). Kegiatan....
a_ Output .
2.7 X X TR KK
2.
XXX XK XF KKK
2). Kegiatan....
a Output .
X7 X . X IO XK
3). D&t wooooeeoiomiees
B. D8t ......cocoeeeeeens
Dst ... - .
() [] ) ) (10) 1) 02 13 (14) (15) 06) an [ 19) (20) ) 22) (23} @4
.. (25)
Pengguna Barang
......... (26)
(27) NP

reeesesresseesbtssstesaesantssenn (27)



Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
()
(6)
(7)

(8)

(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

(20)

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

(26)
(27)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerahyang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakal.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB.

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai ketentuan
yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?®), unit, buah, set, dan
sebagainya.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan
barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang
sudah diusulkan sebelumnya.

Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui.

Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set,
dan sebagainya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



31. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PENGADAAN PROVINSI/KABUPATEN.

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK

DAERAH (PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA ....... veene(2)
TAHUN
Halamarn : .......ceeueeee . (1)
- Perubahan Rencana
Semula Menjadi san
No. Pen, Kode Barang Nama Barang| v PAlab ah Kebutuhan Cara Pemenuhan| Ket.
Barang/Program/ Kegiatan/Qutput erul a . <L Bl an.o
Jumlah Satuan Jumlah Satuan n Jumlah Satuan
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13

1.
KKK KX
Ko KK XK K KKXXK
KX XX . X. XX . XXX
3.3 3. XK. XK KXX

3). DSt .ocereresarcecenes

2. Pengguna Barang....
XX XKL X8X
XK XK KKK XXX

Dst .....coeevevnrenes
3.
4) {3) (6) () (8) (9) {10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
(17) PENGELOLA BARANG
........................... eererenamrnneesssaens (18)

#



Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(%)
(6)
(7)

(8)

)

(10)

(11)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan
rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?),
unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi Kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang
disetujui.

Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagainya.

Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



32. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PEMELIHARAAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
(PERUBAHAN RENCANA PEMELIHARAAN)

PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA

TAHUN ..... (3)

Halaman ........| (1)
B v Dipelih Semul: Menjadi Perubahan Rencana
N Pe - Pr /Kegi output srang Yang Dipetihora Nama cmua o Al Kebutuhan Pemeliharaan BMD Ket.
o. ngguna ogram, utpul Kondisi B: Y Disctujui ct.
Kode Barang Nama Barang lah s B ondls Sorang | Pemeliharaan Jumlah Satuan Jumlah Satuan Porubahan 2ng Discowwt
B RR | RB Jumlah Satuan
1 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 i8 19
XXX XK XK XK
X. XXX XXX XK
B. P
1). K
a [T .
2..X X X XK IO
‘{". 174
a
X XXX XXX 200
3). DSt coereeeececnenes
2. Pengguna Barang
A. F
1). Kegi
a Output ..eeeeereeeueass.
XXX X, XK XXX
2). K
a
X. XXX X. XK. 20K
3.
@ © ©) @) & ® (10) 11) | 12 | a3 (14 (as) 16) 17 (18) 9) (20) (21) 22)
" (23)
PENGELOLA BARANG ..........{24)
(25)
(25)

A



Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(15)
(16)

(17)

(18)

(19)

(20)
(21)

(22)

(23)
(24)
(25)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kotayang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan

rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlak.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.

Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan
barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.

Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas
(m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang sudah
diusulkan sebelumnya.

Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui.

Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan
sebagainya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.
Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.



II. FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH.

LAPO RAN HASIL PENELITIAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

TAHUN ..... (1)
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
PENGGUNA BARANG
N Tingkat Tinglcat Tingkat
calisasi : . Efisiensi i s s . 3 i B
Pagu Anggaran Realisasi Target Kinerja Realisasi Target Realisasi . Alasan Tidalc
N N P . 5 Anggaran Pelaksanaan A g 2 2 £ 2 Efelktif / Tidalc .
o ama Pemeliharaan Pemeliharaan P ¥ Anggaran 5 Efesi /tidak Pemeliharaan Kinerja Pemeliharaan | Target Kinerja 5 Efisien / Tidak
emelihaaan = Belanja len/ J efelktif 3
(Rp) Pemeliharaan A efesien (Tahunan) (Tahunan) pemeliharaan Efektif
(Rp) (%) Pemeliharaan o
(“o)
5 2 3 g 5 =( 6=(4/9)/(3/8) 7 8 9 10 = 11 12
(5] (6] (7) (3) (2] (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Keterangan:

*)
=%} diiisi efektifjilka Tingkat Realisasi Target Kinerja pemelihara;

diisi efisien jika % (prosentase) Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan
an = 100 % dan tidak efektifjika % (

= 100 % dan tidak efisien jika Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan > 100 %.
prosentase) Tinglkat Realisasi Target Kinerja pemeliharaan =< 100 %6




Petunjuk Pengisian :

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
9)

(10)

(11)

Diisi tahun.

Diisi nama Provinsi.

Diisi nama Kabupaten /Kota.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama belanja pemeliharaan.

Diisi jumlah Pagu Anggaran Belanja Pemeliharaan.

Diisi jumlah Realisasi Anggaran Belanja Pemelihaaan.

Diisi Tingkat Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan atau 5=
(4/3)x100%.

Diisi Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan atau 6= (4/9)/
(3/8).

Diisi efisien jika % (prosentase) Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Belanja
Pemeliharaan < 100 % tidak efisien dan jika tingkat efisiensi
Pelaksanaan Belanja Pemeliharaan > 100 %.

Diisi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan (Tahunan).

Diisi Realisasi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan (Tahunan).

Diisi Tingkat Realisasi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan (%) atau
(9/8)x100%.

Diisi efektif jika Tingkat Realisasi Target Kinerja Belanja Pemeliharaan 2
100 % dan tidak efektif jika % (prosentase) Tingkat Realisasi Target
Kinerja Belanja Pemeliharaan < 100 %.

Diisi penjelasan penyebab tidak efisien dan penyebab tidak efektif.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang.

Diisi

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA


Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Stamp


LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN DAN
PENELAHAAN PERENCANAAN
KEBUTUHAN PENGADAAN,
PEMELIHARAAN DAN PENGANGGARAN
BARANG MILIK DAERAH

KARTU PEMELIHARAAN BARANG

Petunjuk Pengisian Kartu Pemeliharaan Barang
Dari tanggal 1 januari 20.... S.d .....20.....

Cara Pengisian: Sudut Kiri Atas :

Unit diisi dengan nama Perangkat Daerah yang bersangkutan
diisi dengan

Kabupaten Karangasem, Provinsi diisi dengan Provinsi Bali.

Kolom 1 diisi dengan nomor urut pencataan.

Kolom 2 diisi nomor kode barang yang diperbaiki/dirawat.
Kolom 3 diisi nomor register barang.

Kolom 4 diisi nama barang yang diperbaiki/dirawat.

Kolom 5 diisi jenis pemeliharaan : ringan, sedang atau Berat.

Kolom 6 diisi penyedia jasa/barang yang melakukan Pemeliharaan.

Kolom 7 diisi tanggal atau waktu perbaikan/perawatan.

Kolom 8 diisi besarnya/biaya Pemeliharaan dalam rupiah.

Kolom 9 diisi dengan bukti pembayaran, kuitansi/bon tanggal
dan nomor.

Kolom 10  diisi dengan keterangan atau penjelasan yang

dipandang perlu.

Pada kanan bawah setelah dibubuhi tanggal pencatatan, kemudian
ditandatangani oleh yang bersangkutan. Setelah laporan tersebut diterima
oleh Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatusahaan Barang, maka dikompilasi
dan dibuat rekapitulasi dalam bentuk DHP untuk perhitungan APBD.



KARTU PEMELIHARAAN BARANG
TAHUN ANGGARAN ......

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Catatan:

Laporan Semesteran dan Tahunan diperoleh dari Kartu Pemeliharaan

Barang

~ BUPATI KARANGASEM,
TTD

I GEDE DANA

UNIT
KAB/KOTA
PROVINSI
Spesifikasi Barang
No. Nama Jenis Yang Tanggal Biaya Bukti Ket.
No. Kode No. Register | Barang Yang | Pemeliharaan | Memelihara Pemeliharaan Pemeliharaan | Pemeliharaan
Barang Dipelihara
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10

MENGETAHUI PENGURUS BARANG,



Free Hand

Stamp


